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TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan
perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa yang memuat
program, Lkegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
¥ 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6133);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206};

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

X Vd\legara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Sera Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {Berita

x\rNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun
2020-2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
571);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
686);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daersh
Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
712},

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19);

(
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 69), diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal |7 Mel 2023

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal ?_[t\ Mel 2023
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2} TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, ketentuan pada Pasal 29 Ayat (1)
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk Priode 5 {lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi
Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (1) menyatakan Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu)
tahun.

Memperhatikan pada Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara
bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan (b) penyusuna
rancangan awal (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah (e) perumusan rancangan akhir dan (f)
h— penetapan.




RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang
perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa serta berpedoman kepada
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026,
Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun dan memberikan arah
kepada segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan
Pangan agar secara konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi
peran dan porsi tanggung jawab yang diemban. Penyusunan Renstra Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dirumuskan secara bersama-sama
dengan melibatkan seluruh unsur yang ada sehingga dokumen perencanaan
yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada serta
memiliki tingkat fleksibilitas dalam menyikapi perkembangan dinamika dan
tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal,
regional maupun nasional,

Untuk menjawab ketiga hal tersebut Renstra Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun dengan tetap memperhatikan arah
kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi NTB tahun 2019-2024,
Renstra Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun
2019-2024 sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan yang
menyeluruh dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan

nasional.

1.2, Landasan Hukum

Penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun berlandaskan atau

berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

I



Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 1655);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430};

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67 57);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

h Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Sera Tata Cara Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

l‘ 1447);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781});

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Pungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

28, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 571);

30. Peraturan Daecrah Kabupaten Sumbawa Nomor § Tahun 2019 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

h_Sumbawa Nomor 686);
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31

32.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026 {Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa {(Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan

program dan kegiatan pembangunan dalam bidang urusan pangan selama

lima tahun ke depan, yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah serta

kebijakan nasional dan provinsi.
1.3.2. Tujuan
Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan bertujuan untuk :

L.

Z

Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pembangunan
Ketahanan Pangan serta perencanaan penganggaran pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang

sinergis dan terpadu antara Pembagunan Nasional,Provinsi dan

ET Kabupaten.

11



h.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Sumbawa sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4, Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan
Pangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementrian
Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Srategi dan Kebijakan

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIIi. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa merupakan Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa.

Organisasi Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
S9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.

2.1.1. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas:
1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.
3. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan, yang membawahi Kelompok
I Jabatan Fungsional.

13



14!

5 L—
NN T A e N | N I IO O O N O o A | I I T
LY I T 1T A Y RO Y ey 0 O I __ﬂ_.“_"“__.__.
TV0ISDNNY TVOISON TVOISONNA
NYLYBYT MOdIN0T1aN NVLVEVE YOdWOTaN NV.LYEVE HOdINO13N
NVONVL NYONYd NYOXNYd NVNVAVAIAY
IBRNSNOY NYQ NYNVINVEY R¥YDNVAVD NV 1SOHRILSIQ NVQ NYVIQ3sHILANM
aNvalg (38 e} (] bxvalg
| | ]
T T
D MV N N | NYIVAVO Ad ™
VNN 14 NV NINN
NVEVEVE NDAIND 14N NVIDOYA ans
! ]
[
SHVLIANNES

SVYNII VIVJIAY

VAMYENNS NALVINEY) NVDNVd NYNVHV.LIN SYNIQ
[SYSINVONO 3n1MNYLS NVDVE

VAWVEINNS NALYINEVINYONYY NVNYHVLEY SYNIA VIS VIVE

VIHES ISONNJ NYA SYDNL 'ISVSINVDNO NYNNSNS 'NYINANAay DNVINGL
0ZOZ NNHVL 6§ JOWON YMYENAS 1Lvdng NWVINLYYAd SYIV NVHYENNAd
) DNVINZL

CON% YT L PORN Z20Z NAHVL FOWON

YMVENNS LLYdNg NVANLVETd

NVAIdINYT

uedued usueyelsy SeUlq ISesiuedio Injyniys ueseg




2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

a)
b)

c)

d)

1.

Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan

Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan

Pengkoordinasian Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah dibidang pangan

Pembinaan, Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
Pelaksanaan Kegiatan penatausahaan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Dinas

a) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

¢) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan,
kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan;

b. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan
konsumsi pangan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

d) Rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Perencanaan di bidang pangan
b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di
\r bidang pangan;
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€. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pangan;

d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pangan;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan,
distribusi, keamanan dan konsumsi pangan;

g melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

1.

Sekretariat dipimpin Oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan

perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan

umum dan kepegawaian.

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi;

penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian;

. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

a)

b)

o

merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang
perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan,
umum dan  kepegawaian;

menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
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d)

€)

g)
h)

k)

])

mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan
pelaporan Dinas;

melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan
keuangan dan pelaporan tahunan Dinas;

mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari
masing-masing unit kerja;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama
dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Dinasdan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Dinas;

melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan,
penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan
program dan kegiatandi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian; dan

melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Dinas

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala  Bidang  Ketersediaan dan Kerawanan  Pangan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang

\“. ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
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b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan,

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
adalah sebagai berikut:

a)

b)

i)

W

merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan
mempromosikan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangandan
penurunan kerawanan pangan,

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan
pangan;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang ketersediaan pangan;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi
kerawanan pangan,

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka
penyediaan infrastruktur logistik diantaranya kawasan mandiri
pangan, pertanian masuk sekolah, pertanian keluarga,
pengembangan koorporasi usaha tani dan infrastruktur logistik
lainnya;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan
pangan kabupaten;

melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan
infrastruktur pendukung kemandirian pangan;

menyiapkan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur dan
penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
menganalisis bahan  perumusan  kebijakan  pencegahan
kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan
melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan intervensi
penanganan daerah rawan pangan;

menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan

kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
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k) mengembangkan program dan Kkegiatan pencegahan dan
kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;

1) melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan
pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu)
daerah kabupaten;

m) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan
kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;

n) menyiapkan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta
ketahanan dan kerawanan pangan,;

o) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan
penurunan kerawanan pangan; dan

p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikcordinasikan oleh
Sekretaris Dinas.

2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang distribusi
dan cadangan pangan.

3} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

4) pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah
dan cadangan pangan masyarakat;

b. pengoordinasian  pelaksanaan kebijakan  teknis  bidang
pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan
cadangan pangan masyarakat;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah
dan cadangan pangan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

h— dengan tugas dan fungsinya.
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Rincian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah
sebagai berikut:
a) merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan

cadangan pangan;

b) memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan

c)

kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang

distribusi pangandan cadangan pangan;

d) menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan manganalisis bahan kebijjakan teknis
jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan,
cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;
melaksanakan persiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria cadangan pangan Daerah dan cadangan pangan
masyarakat;

g) menyiapkan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;

h) menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;

j)

melakukan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi
harga pokok dan pangan lainnya serta penentuan harga minimum
pangan pokok lokal;

melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;

k) melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi

])

serta kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani
Indonesia;
menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana distribusi

pangan masyarakat;

m) menyiapkan bahan pengkajian, bimbingan teknis distribusi pangan,

pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan

masyarakat dalam upaya mengatasi situasi rawan pangan;

n) melakukan penyusunan draft analisis distribusi pangan berupa

identifikasi pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat;

o) menyiapkan bahan informasi distribusi pangan melakukan kegiatan

identifikasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan jaringan

\rdistribusi pangan masyarakat;
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p) melakukan pemantauan arus distribusi pangan yang keluar
maupun yang masuk ke Daerah;

q) melaksanakan kerja sama pengembangan jaringan distribusi pangan
pemerintah dan masyarakat;

r} menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan
seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;

s) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan
menjaga  keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan
masyarakat serta bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan,
penyediaan dan penyaluran pangan pokok atan pangan lainnya
sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan
dan harga pangan;

t} menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Daerah
pada lokasi daerah rawanan pangan;

u) menyiapkan draf analisis cadangan pangan dan seluruh pendukung
kemandirian pangan pada berbagai sektor, berupa cadangan pangan
dan keseimbangan cadangan pangan daerah dan analisis lainnya;

v) menyiapkan bahan bimbingan teknis cadangan pangan pemerintah
dan masyarakat serta bahan informasi cadangan pangan dan
menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;

w) melaksanakan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan
pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;

X) menyiapkan bahan kocordinasi cadangan pangan dalam rangka
menghadapi Hati Besar Keagamaan dan Nasional;

y} melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan

z) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

S. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan
1) Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
lrDina.s dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
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2) Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan

dan konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan

fungsi:

a.

penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan
dan konsumsi pangan;

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan
dan konsumsi pangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
keamanan dan konsumsi pangan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan adalah
sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

i)

merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi
pangan;

memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan
kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di
bidang keamanan dan konsumsi pangan;

menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan dan kelembagaan
pangar;

mengembangkan perencanaan pengawasan mutu dan keamanan
pangan dan produk pangan;

melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan pangan, pola
konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

menyiapkan bahan koordinasi dengan sektor terkait tentang
pengawasan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan,
pencapaian target konsumsi pangan yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman;

menyusun bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan
produk pangan;

menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan mutu

h‘ dan keamanan pangan,
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J)

k)

])

m)

n}

t)
u)
v)

W)

ly

melaksanakan koordinasi dalam pengujian laboratorium keamanan
pangan, pengambilan sampel pangan untuk bahan pengujian
laboratorium dan analisis hasil uji laboratorium untuk bahan
rekomendasi keamanan pangan;

melaksanakan pembinaan terhadap kelompok/perorangan untuk
sertifikasi sistem budidaya produk/sertifikat prima dan bimbingan
teknis dan supervisi pengawasan pangan dan kelembagaan pangan
termasuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah;
melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan
Daerah serta registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar
asal tumbuhan Daerah:

menyiapkan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan
pangan segar asal tumbuhan Daerah;

menyelenggarakan kegiatan promosi pangan non beras dan non
terigu;

mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal dan pangan
lainnya;

menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan perkapita
pertahun;

menyiapkan bahan analisis konsumsi dan menyusun pola pangan
harapan;

merencanakan sosialisasi konsumsi yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman;

melakukan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dalam
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
seperti lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman,
peringatan hari pangan sedunia, pengembangan pangan lestari dan
pengembangan obor pangan lestari;

melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkajian dan koordinasi
pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
menyelenggarakan kebijakan dan pemantapan pola konsumsi
pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola
konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang keamanan dan konsumsi pangan; dan
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x) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, baik tugas rutin maupun pelaksanaan
berbagai kegiatan yang terprogram, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Sumbawa didukung oleh 30 orang pegawai berdasarkan golongan, jenjang

pendidikan dan jenis kelamin serta batas pensiunan pegawai. Data-data

tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No Status Golongan Jumlah
I I I v
1 CPNS —~ . 1 1
2 PNS - 1 16 5 22
Jumlah - 1 17 d 23

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Lo Tenaga
No Pendidikan CPNS PNS Kontralk Jumlah
1 Doktor - - - -
2 Strata 2 - 2 = 2
3 Strata 1 1 17 5 23
4 D3 - 1 - 1
5 SLTA - 2 4
6 SLTP - - - -
7 | SD - - = =
Jumliah 1 22 7 30
Tabel 2.3. Data Batas Pensiunan Pegawai
PANGHAT TAHUN | PADA
NO NAMA/NIP L/p PANGKAT/ TMT PENSIUN | TAHUN
GOL. RUANG 2022
1 2 3 4 5 6 7
Ir. Irin Indarni :
1 Waliyu Indami p | Fembina Utama 01-10-2019 2025 57
19650320 198503 2 006 Muda, IV/c
Ir. 8. Darmsya s 01-04-2019
202 56
2 | 19660616 199303 1 003 | L | PembinaTkL IV/b i
5 | Dimes 85 P | Pembina, IV/a 01-10-2011 2025 54
19681231 199603 2 021
Hj. Jamilla, SP . 01-10-2019 2026 54
* | 19670323 198803 2016 | T | Fembina, IV/a
Nur Isna Sitoresmi,
5 | S.Sos.,M.Si. P | Pembina, Iv/a 01-04-2017 | 5436 44
19780616 200604 2 010
Elin Karlina, SP.M.P. 04
6 Karlimg P | Pembina, v/a 01-04-2012 | 5533 47
19750317 200701 2 019
'y

24




PANGEAT UMUR
NO NAMA/NIP L/p TAHUN | PADA
/ / PANGKAT/ T PENSIUN | TANUN
GOL. RUANG
2022
Ambo
7 | Nurfiletrahyuddin, $.Pt ; | PenataTk. I, Ili/d | 01-04-2018 2032 48
19741127 200701 1 011
g | Svafrida, S.Sos. Penata Tk. I, Ill/d | 01-04-2016
P 2032 48
19740202 199603 2 003
Neti Herawati, S.Pt Penata Tk. I, HI/d | 01-04-2019
9 | 19750920 200701 2 025 | P 2049 47
Wahyuningsih, SP I
i yuning p |FPenataTk. I II/d | 01-04-2019 o 46
19761117 200701 2 018
Rahmi Hidayah, SP Penata Tk. I, OI/d | 01-04-2019
11 A
19770822 2007012021 | © 2Hsy 8
Wirawan Dimeng,SP. Penata Tk. I, Ili/d | 01-10-2021
12 wiks
19781102 200803 1 002 | = 2036 4
M. Ichsan, SE 01-04-2019%
13 L Penata Tk. I, lli/d 2029 51
19710112 200701 1 017
Citra Anggeraini, SP
i 28 p |PenataTk I, II/d | 0i-04-2020 2034 e
19760501 200801 2 016
Dedeh Winengsih, S.TP -04-
15 g P Penata Tk. I, IIl/d | 01-04-2017 2034 a6
19760209 200901 2 003
Nurmansyah
16 il L |FemataMudaTX1 | o) 045006 | 2004 56
19661231 198703 1 125 /b
17 L P | it 01-04-2019 2040 40
19820601 200701 2 007 enata, /e =
Sumiati, SE
1g | e p |FPenataMudaTKI | o g40010 | 2040 40
19820211 201001 2 003 /b
Endang Purnamasari,
19 | sP P g;’;‘fta MudaTKI | o1 040017 | 2044 36
19860226 201001 2 033
Wiwied Muriyanto, SE Penata Muda TK 1,
20| 10840317 2010011005 | L | m/b O3-10520L ©  20A2 B8
Afni, A.Md.Pms
21 P | Penata Muda,IlI/a | 01-04-2019 3035 45
19770613 200501 2 001
Rahman Hidayat
22 L Pengatur TK I, I1/d 01-04-2020 2029 51
19710527 200801 1 006
Masyatullailani, S.T.P
-10- 05 24
23 19970610 202203 2 018 P Penata Muda , Il /a 01-10-2019 2055

Jumlah seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Sumbawa adalah 30 Orang Pegawai yang terdiri dari 16 Pegawai Perempuan
dan 14 Pegawai laki-laki.

2.2.2, Aset [/ Modal
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam

I
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman



Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
selaku Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran
dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut
penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang
dikelola atau berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut
sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB} yang pengadaan
bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Berikut
disajikan data asset/modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
k Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berikut:

26



9¢

y
00°060°01T efley yepung
=yBusql (DUS) yauswad
uegaquwad| uebuad buepnn| 5T sTozZ/eo/et eijfueqm) *sa Joquey ueunbueg yeuel | Z
sepegd
LUBYNGe] ujelueSy
BMeqUN LRYRGE]
259 UBuRiB)Y URsnq
uebueg uebueg TOD “MY T00 "LY L'ON YrusuRg
se[q JOum| 00°000°03Z uegequad|  seujq doguey) b2 so0zfor/sz | imjeddeH| nwag-anbung ueer]  pIez  |00°198 100000 ] T00'40'T0°T0°I0| Joquey ueunfued yeuey, ¥
€T y T 1 or 6 8 L 9 4 S v n:»_.. 4 (4 4 T )
IT="1 eleg
u (dy uenqu) __Hmuﬂ — LU ol AN -s1fiay opoy Bueuseq eweN
eBuieH uzeunfibuod ueep / Bueseg siuar | ON
vBueiooy 1EHIUIOS jewe)y ~eBuad | (ZW)
Desy unyel | sem) AGuWoN
T0°T0°00°'TT'00°STCE = ISVAOT 300 'ON
uebued sewq : gdn
uebued seuy] @ Iseswueliig unqns
uefued seuq : 1sesjuefig yun
uejue}iad buep : Guepa
VMYEWNS NALYINAYN HYLNRIIWAd * B0/ qE)
1vHve VHVOONT L VSN ISNIAOH = 1SUIAGUE
i
HYNVL i

v (9D1) DNVHYE STHY.LNIANI NLYYA ISYINLIdYIIY
VM VYEWNS NELVdNE VYN HVINRIEWNSd

Buefunuad [epol / 319V *

. T{aYAY T
&
hod
.
X, #

>y Al

+°C 1998,




LT

_ A4 1899 (rsp) wAuypey uebuetarad
00’05t 6 ueraqund | 0RZZZEON 2 | ZSO0E V3 | FHI990TIVAVH | ONCETVAYHIHW | 2002 isof| asgal |wan / epuoy 600000)  ojouusqg Seup USRIGPURY| 00D T0'ID 200 | 6T
_ vy 29£09 Gp) eAuue] nebueiod
00°005°6 uerqWad | ZESOOEL ON 2 | ¢00E v | OBE0S0TIVAVH | ONTEIVAVHIHW | 1002 =og| 29p0L  [uim / epucH googon]  smwunaq seup uneepuoy| 000 TG T020Z0 |6
Yy 95£09 Jﬁ {a=p) eAuue) :mu__EEmn._
00’0056 uerXjwod | £EG09TTON D | TOOE VI | 29E000TIVAVH | ONIEIVAVHIHKW | T002 sog) soppl Juim / epuoH £00000{ 1Toluaq SPp USRIEpUDY| 900° 1O E0°Z0°20 |8
vy 69£09 Gsp) eAvuey ucbueiciad
60°005°6 uepsquiad | cEcoory oN D | 6662 va | £8E090XAVEVH | ONTLIVEVHIHW| TO0E js98| o3poyl |uma/ epuoy S0000]|  JmMOuLDG Sewp cmm.i onG IO 10 2020 | £
vy £GE09 (sp) eAuue] uebueiorad
80'005°6 UREWD | 9£509EE ON D | 8667 V3 | SZE0S0TAVAYM | OXEGIVEVHIHW | I60Z 15og| oopar |wm / epuoy S0000Q]  Jdmounaq sesp ueRIEpURY | 900710 F020°20 |9
vy £8E09 (5p) eAuuwre] ueBuenssd
00°005°6 uepaquRd | ZESOSTTI ON 2 | z66¢ v3 | ObEQODY AVAYH | ONVEIVEVHIHW | T00Z sogd| 3oppl (UM / BpUcH #0000Q) Joounaq SUUp ueelepuRy | 900 10 F0°Z0°20 (S
vV SBEDY Gsp) eAuyy uebueruad
00’0056 uegequed | 0142610 oN 9 | 9662 v | 0/£050TaVAVH JONIXIVEVHIHKW | 7002 Isag| as00)  [UiALf BPUCH £00000]  JOouUSq SEUp URRIEpUDY| 900 1O TOZ020 |
vy wse eidng Qasp) eAuu) unbusiarad
00’0050 uegoquiod| £Y905TE ON D | £00g V3 | SSOEQOTIAZAIN |OOMISTLAINTHMW| 100Z 15eg§ oo00L / epuoy Z00000]  1oqoluureq seap usciepusy| 900 107 T0°Z0°20 (£
vy 298 eidng _ {15p) eAuum E?EEH_._
00°005°0L uexaqund | HESOSTTI ©N D | 000E va | 82LC00TALAIN |OONTFOTLAINTHNW| 7002 meg| s000L [/ epuoyy 100000  JO30UIR(] SELEP UBRIERUIY| 806 T0TT0Z07E0 12
emequms
umedngey
uebue  seurq
1y usoi H6ET-Hd
ueepebuad op‘pse’y ueRaquiad LY0Z Isag [ oAueg T00000, nyedtod| BTOSOED’T0ZD | T
5r ¥r EX Zr Ir or [ 4 V4 L q 5 i -4 E Ve p r P
ueijeq
{dyuenqu)| nsn iad 10d kel il -wuad "wu odA} |1oasifion Bueiey LT =i
uebuei1azan] ebaeH esy Jowopy unyel |uegef| uveanypn| fMIOKW Jowon J Bueaeq sjuer Bueieq opoy | "oN

NIS3ZNW NVA NIV Tvidad
g (aD1) DNVHVE STHV.LNIANI NLAVA ISY1NLIdVISY

YA UHANS RELL VAN VY HYINDRDHRWID

TO 1090 TT 90°ST 2T ISWHOT Q0N "ON

ueBueg sauiq
uebuey seui]
uefued sewmq
uauenad fuepg

YMVYEWNS NILYAINaY HYINREW3d
Lyve VHVOOND L VSNN ISNIANOYHC

di

uun qgns
isessuebig uun
Buepig

3o /e
I1SIAGId




8¢

vy +89b0 (1sp) eAuuje] uebuesoled

00'79L°6 uepaquia4d| ZE9EL69 ON 2 | be2¢ va | £T76500T3aaVH |0desTagVYHIHK] €00t iseg| oogor {uwMm / epuop 920000) Jojowuag seulp ueeiepuak | 900°10°10°20°20 |27
vy 18950 (1sp) eAuuje] ueGuelarad

00'194'6 Uellsqwad| z59€£69 ON O | E£25 Vi | z8BS00TIAdVH [OMNETTGAVHTHW | cooz 1seg] 20001 |um/ epuoy §20000{  iojouuaqg seuip ueelepusy | 90010 102020 {9
vy £5940 (15p) rAuue] uebueicuad

00'19L'6 UBIDqWId) 959€£69 ON D | 0EZE VI | 0/8500T308VH |0MESTAEVHIMW] co0E 1sag}] oopol  |UIM / BPUOH vmog._ J0joLa0 SRUD UeBJepuaYy | 90010 10'Z20°20 {S5¢
Yv 68940 (sp) eAuue] uebuerosad

00'194°6 uefaquiad| YEIEL69 ON D | 622E W3 | £68500T3AAVH |odESTAavHIHW]| Eooz iseg| oopoL jum / epuol gzoooq] ‘ojowneq seup uesstepuy| 900*T0'T0'Z0°Z0 |¥e
vy S89%0 (1sp) eAuue| uebutionad

001946 elagwad| SE9E£60 ON 3 | 8ZZE V3 | 96850013AAVH |oNesraavuIHW] ooz 1seg| ooppl |UIM / EPUCH 720000 _JojolLiaq Seuip Ueelepuay | 900'T0° 10 20°Z0 |7
vy SE9E0 (3sp) eAuue] uebuesossd

00°T94°6 UE{[aquiad = 9¢¢C VA | EOSEOOT3AAVYH |oMeoraavHIHW]| cooz 1seg§ oopol Juim / epuoy TZ0000Q{ Jojouuaq seulp ueeJIBRIBY | 900 T0'TO'Z0°Z0 |72
v 6L9t0 (15p) e Auue] ueBuelaiad

00'194'6 uellaquiad| TS9ELEO ON 3 | SZZE V3 | 0T6500¥309vH |0NESTAAVHIHW| €00z [sag] 2200l [UIM/ BpUOH 0200004 Jojouliag seujp ueelepuay | 900'T0°10'20°20 |12
vy G6LE0 (15p) eAuue| ueburiolad

00'194°6 uelisquiadf £€9eL69 ON 3 | #22€ V3 | 06/£0013aavH |oNETTQAVHIHW] e002 1seg| oop0lL  Juim / epuoy 670000] J0I0ULIBY SeUIp uerlepuSY{ 900°T0°T0°20°Z0 (02
vv psoy A eidng (35p) eAuue} ueGuesciad

000096 ueaquad| 697£ZZE 0N 2 | 090f va | 860rT0TISAD |rodectsATuTHW] zooe isag| ooppL | 7 EpuoH Jojounaq seuip ueelepud | 900°F0°T0°Z0°Z0 |61
vy €448 A edng {15p) efuuje uebuetouad

00°009°6 UBjlaquad| Z0ZLZZE ON D 6SOE V3 | £E£6800TASAIYN [00NZ2TSAINTHIW| z00Z 1S8g] 990D} / BpUOH Jojouuaq seu|p ueelepusy | 900'10'10'€0°Z0 |BL
Vv 88T A exdng (3sp) vAuue] uebuesorad

000086 UeHqWad) E0ZAZZEON D | 9S0E v3 | SE9ZIOTISAIN [TOMZXTISAINTHW| zZooz isag| o900L / eplioH Jojoiwag seulp UBBIBPURN | 900 TO'TO'Z20°Z0 [LT
vy £2899 {1sp) 2Auuje} uebueloiad

00°054°6 uelleqtuad] OETLZZEON 3 | TO0E V3 | $RT990TIVAVH | 0MZEIYEVHIHW] Z00Z s9g| oopo1r fuma/ epuoH Jojouuaq seu|p ueelsepuay | 900't6 1020 20 |oT
vv TI899 (3sp) eduung uebuelolad

00°05+°6 uelsquad| 04T/£2ZE ON D | ZspE va | Z51950TaVEVH |oNzeTvAVHTHMW| zooz 153g| oogoy |uma / epuoy 0]0uuaG SEUIP UERIRRUSY | 900'T0°T0°20"20 |5t
vy pEBSO (1sp) eAuue} ueBuepioiad

00°054°6 uejRquad| H02LZZE ON D 950€ V3 | gbT900TaAVAVH | 0MZBIVAVHIHW| ZoozT 529] 90ppL |um / Epuoy Jojouliag seulp seelepusy | 900°10°70°20'20 |#1
vy 0¢899 (1sp) eAuLe] uebueiolad

00’0546 uelaqited| TOTLZZE ON O | SS0€ VI | 05799013 vAVH | 0MZBTVAVHIHW] Z00Z 1529| osppl |uim/ epuoy 2700044  lojouuag Seujp ueeltepu=y | 900'10 T0'20'¢0 (€T
vy 01899 (3sp) rAuLE] uebuesorad

00°05b'6 UBllaquiad] ZOTLZZEON O | S8PE VA | #6T990TIvAVH |0NZSTVAVHTIHW| zo0z s9d] 20001 |uma/ EpucH TI0000, J0jouLlaq seu[p ueelepuay | 960'F0 T0°Z0°20 |21
vy Z¥ese (isp) eduule; uebuetolad

00°05%°6 UBNSAWSd| L9TLEZE ON O | €S0E V3 | TST990TAVEVH [0NZ£IvavHIHW] zooe E8g| 200Dy jULMA/ Eepuoy 010000Q4 I0j0uLaq SEUIp UeRIepUSH | 900°T0'T0 2020 |IT

5T L £r zr Ir or 6 g £ g ] § | » £ z 4
ueljeq
(dy uenqu)| nsn Didd Fliod k| enbuey -u1ad u\u adAl | ae)siBoy Bueleg ewey €T
uebuelsysy| ebuey jesy Jowon unye] jueyeg] ueanyn| /9| | Jowoy / Bueleg siuor  |Bueseg apoyy [~on




6C

fueseg Lews1)08°'650°2 ug|aquad €102 n Ay - TO0DO! niey pews| Z00'+0°10°50'Z0 |
mu|d
00°00S 2 uejjaquiad 5102 €/ 9B 700000, {ee W/iseg pews1| 100°+0°T0°S0'20 | £
X1¢ 0002 (PUT £T-1T) @lgeHOd
co'000 2 uejaquu=d £102 /aqioag £00000, |Enue iy ¥iSY wsal| TO0'T0T0'S0'Z0 | ¢
iped
uebuiEBusd s00000
usal)  00°00S'EES  [uejsquad 5102 - p/s TO0DCO iped Bujbusad 38 v{ £00°£0°T0'F0 20 | TH
£26aN
00'005°2 ueaquad ¥T0E / opuiseld 700000, (42 A1) Buuabuad 1ei¥| S00°E0°I0°#0°20 |OF
emequns
umedngey
ueBued seuiq
Ja Aurds puey ue I Aeds (10 Aeudg
ueepebuad 00’005 uejaquiad £102 | 4ndwe) spesdeuy tooo0n] puen) uebue] joudwaiuad] 200°20'T0°H0'Z0 | BE
jmbla 63 0T
00’SLEE ugjeqad ¥roe /uayuaH To0000] seyseded efaly uebuequw)) | Z00'0T'E0°E0'Z0 [8E
Ve
0070052 uegaquad 10T / Buocy man T00000 edia) yyer wisaw | T00°£0°TOE0°20 [ LE
Z00D0D
00700072 uegaquiad $T02 - p/s TO0D0O Buoiog Jedareo} 2G0'T0'ZT0 2020 [9€
Bjuax vy 868PT (asp) eAuve] uebuelarsd
¥ 2poy (140 W | 007085 'S+ T ue||2quiad|  62E00LkG-1 SE8T va 6S05ECQ INALZVATLANHW |  TT0E 1sog| gezL d = $EQDOD  JIOUNIRG STUIp UeRIRpURY | 900 10 £0°20°20 | 5E
vy 76€ = 521 exdng @sp) e Auue] usButiorod
00‘000°ET ue|laquiad] H0DECOE ON Q | SEEE VI 8B9TS0TACPEL | ZSOMSSCEPALCHW | 900% 1sag| oogzL / epuoy EE0000]  1030UL3g SEUIp UBRIBPUS)| | 900 10 TO Z0°20 [ bE
vy S5T gzt eadng (sp) efuue] uebuetcnad
00°000°ET ugsqiad | opogs06 oN Q | HEEE VA [9GTS0TACLAC | ZSOMOLICLACCHIW | 9002 1seg| oagzl / epuoy ZEQDOQ] 1ojouliag SEUIP UBRIEPUSY | 900 T T0 20°70 | EE
vy 896 gz7 eudns Q(sp) eAuue| uebueicuad
00'000°€T ue|aquiad | SONEE0G6 ON o | EE££€ v2 962<S0TICLAC | T50M98ICLACCHIN | 8002 isag| o2oszL / epuoy T£0000] J0jouieg SEUp UBRIBPUSY | 900 T0'TD 20'Z0 | TE
vy HILE edng (sp) eAuue] uebueioiad
0058970 ueaquad | S59E£69 PN D { TECE V3 | ESERTZITAGAIN [¢INEFTSATATHW| E00E 1sag| oopoL / epuoy DEO0O0]  J0jouliaq seu|p ueREpuSY| 9000 T0°Z0'C0 | TE
vy G567 eidnsg @asp) eAuupe; uebueicsad
00°589°0T uejequiad| €69¢£69 0N O | £zZ2E v | 068£ZTTISASN |CINESIGANTHW]! £o00€ 1s9a| o000t / ®puoH 6zooog]  Jwmouiag seup uzelepuay| 000°T0'EQ'20'Z0 [OE
vy LEGBO (1sp) eAuure] uebueiauad
0019476 ueequad ) 0ES£L69 ON D | £E2E ¥3 | Z90TTOTICGEVH | OMELTQSYHIHW | €002 1seg| oogpt |um/ epuoH 820000] 1o0jounaq seulp uselepusY| 560 T0 TO°Z0'Z0 |6
vy §2660 {1sp} e Autie) uebueaiad
00'18L°6 uepequiag| TEIEL69 O D | 9gee v3 | CROTIOE3CgVH | OMESTABVHIHW | €002 15ag| ooppL  jwm/ epuoH zzooon)  aoaouneqg seuip ueelepuzy| oon°T0'T0'20'Z0 |82
ST P £r -y 3 r or & 8 F4 9 5 4 £ Z r
ueloeq
{dg uenqu)| nsn A Zelied = SHBUEH ~ad u..u adA] |asoasiBay Bueieg ewey =T
uebueiole)y ebiey |esy JOLtUON unyeiueyed| ueanyn| /MO Jowion] J Bueaeg sjuar Bueieg opo) | “oN




o€

necong /1 TEODOO
isiny uep efsW| 00’005 9T uelaguRd 8002 - p/s 220000 ang z/1 efel| 20'10'20°50°20 |19
ner o4g
1siny uep efol00°005'2 uejaquad 8002 - 120000, ang z/1 elsi| +20'F0'20°S0°20 |09
00'6Z5'T ueaquad 002 nAey - Z00000, ang 2/1 efald | vZ0°F0'20'S0°Z0 |65
#00000
00956+ ueljaquad 1107 . P/s 100000 iedey efol| 800°10'20°S0'20 |85
VIN 200000
00°001'T uefisquad $T0Z /350042 | pfs 100000 =13 W/isad [siny | £00°T0'20°50°'20 |48
Be[ poom
00°00k'T ugflaguiad +10Z ELS - Soooﬁ ndey elry efon| 200°10'20°50°20 fos
607 V1, uebueq
ueueyea)
eMag
jeumanRg
BLURN
ueded efuelaglzzope’T ueiaquiad 610T 1528 B 00000 jsuegsuf eweN ueded | 9£0'50'10°50°Z0 | SS
00°005°2 uefagus g bI0T “ £00000, suspsuT 2wen ueded | 970°s0°10°50°Z0 |45
00'005°2 uejaqu g 10T nAey : Z00000, suggsuy ewey ueded | 9£0°60°10°50°20 [£5
00005 uefjaquiad €102 ucpeAoul] 10000 Isussqy Ujsal | Z10°50'T0°50'20 |25
Bumueb w
PIeOgNIUM | 00°09F ueyjaquisd 1102 nAey| 2091X06 - 100000 peog SNYM | S00°60°10°50°20 |15
jseuuoyuy $00000
ueded|00‘g9ze uenagwad £102Z néey - pfs £00000] ewen uededfjensiA veded| £00°50'70°50'20 |05
neq ueded uep 200000
npnns ueded|00’00E"T ugfjaguad 1102 niey - /s 100000| eweN uedeqfjens)A ueded | €00°50°T0°S0°Z0 | &b
3jes
00'SSE'E uejsquad TO0Z ueqiupleq 1000004 seypurig| 200'¥0°T0°50'20 | o
£00000
00°E2E'] uefaquisd 1102 J3lpaig P/s £60000 1sag 3auqe D Bulld| S00'+0°'T0'S0'20 | &4
200000
disiy sed oozt usjlaquad (414 = pfs 100000 ndey 3ed | +00'+0'70°50°20 |ob
Buotoq murg €£00000
disiv yewn |pgves's lueysquis g £107 niey = p/s 200000 ndey HeWs1{ Z00+0'T0'SD20 | St
5T rr £T er ir or & 8 1 £ 9 p g ) P £ Z I
15[ ujsa eybu uenaq oY)
(dy uenqu)| jnsn idd tSod i2=h HAEH -ad I odkl |so3s160y fSueieg ewuen b > 3
uelbueiaioy ebiey 1esy Joucp unyegjueyed| ueanyn| /Hi9KW Jowop] J bueaeq sjuag Bueieg Spoy |"oN




1€

00'S2S'E uriaquiad ST0T - T00000] ndwny Bucjowad WssW| £00'€0'20°S0°20 |4
BMBQUNS
usjadngey
uebued seu|q
Jauea|d whnae A ue Jaues| o wnnoe Afngag
ueepebuad D0‘000°€ ugjjaquad £10Z  |indwes xnjoss|3 700000 desiyfuagd uisaW| T00°€0°20°50°20 | €4
BIOT 'VL1
BMEQLUNS "qeY
uebued seujqg
gleday Bueny
BJOS JSamy esng
uegpebusd{00°626°TE uolaguiad BIOZ | + nAey - T00000 ejos| 8p0'10°20°50°20 | 12
500000
00'005°% uejjzqiiag 9002 nAey adw o | pfs Tooo0O Jandwoy efelW| 650 10'20'50°Z0 |0
NNH 0EQDOO
00°00T bt ugjlaguia g 5T0Z /@0 D | p/s T00000 Jed[ i2iny | 9E0°10°E0°50°20 |69
Ber hwel |1siny | 00’005 urjjaquad 2002 - £00000 nwel siny| TE0°T0°20°50720 |89
8T0T
"yl emequng
umednqgey
uefiuegd
seu|q us)ynpng
+ nBBuny [siny 200000
ueepebuad L E9E € uejequia g BI0Z 158 - p/s 100000 nwey sy | TE0T0°20'50°20 | L9
ZL00N0
00'0TE'ET ugjegurad 10T |sag sejy yefeo | pfs 100000 jedey nd | 0€0°T0°Z0°50°20 §99
og efanjoz'iee uejequad TI0T nAey - £+0000 oug 2/T 2P| $20°'10°20'50°20 |59
emequins
umedngey
uebued seupg Z+0D00
cuig Z/1 efoiy £5°T50°S uejlaquiad Yot ner - P/S DbODOD g z/1 een| $70°10°20°50°Z0| +9
emequng
usjedngey
ueBueg
seuiq olig per 6E0000
T 3eqefad efol | /8952 ET ueequiag LI02 nAey - P/S 9E0DDD alg /1 »laW| 20°'10°20°50°20) £9
SEDCOD
oug ¢/T efew|oz’ssT v ugjayuiag TI0C % p/s ZEODOO oy 2/t efan | $20°T0°Z0°s0'z0 {29
T
5T Er er r or [ g y £ 9 ) =5 4 £ Z r
isijo mso e6u uen=q a9
{dy uenqu)| |nsn Hde jiod Lo ATEH -wed 7 odA)l, |aeasiboy Sueaeg cwen €T
ueBueiajoy ebaeH |esy JOMION] unye]jueyed| uesnynf /39K | Jowon / Bueleg sjusc Bue.eg opoy | "o




[43

020000
00°056°6 uellaquiad €102 - p/s 100000 AulyjulApiog)| 550°90'20°S0°Z0 |£8
UaH
00°00E’S uejRquag ¥z | Auos T00000} wed ApueH| 8L0°90°Z0°50°20 |98
00°005°E usjlequad ETOZ - 70000 whnpogfiequ W | 680°90°20°S0°20 |SB
8102
"yl uebuegq
seuq uebuug
+ fapuag
Bue)l efuvjsg uG’ooo z ugjjaqua g |10Z Isag " 1800004 eizpuag Bueyl| zE0'90'20°50°20 | 8
£00000
RPPpEqWIS NSdlog’zee'T ue|lsquad It02 - P/s 100000 Adeing jamod Jun| §T0°90°26°50°20 |€8
Aueuusn
IINW ADSH
SO uojRg
/ 0096
00°'000°g ug(jpquiad jafiz4 ~L£D Ndw y 1000004 waysis punos| §00°90°20°S0°20 | 28
8TOT V1,
eMEqUING "qgey
ueBue g seujq
W2E I51AB[RL, ue TSBTHIZE
ueepefuad|ye’sge'e uBfRgtua o 810z |mdwed -7/ dieys 1000004 514221 ] 200°90°20°50°20 | 19
800000
oo'o0g°t ue|squiag 1102 uojdse P/s 00000 wnbuy sedyy | S00+0°20°S0°20 jos
u XAS0 DVd
IE'2eg'E ugjaguiad 910z |eindwes J ucy Ajog 500000 Nds D' v| #00°40°20°S0°20 |62
emequung
usjednqey u
uefiued emndwed +00000
seu)g jids v |on‘FzeroT uejjaquag £10T 159q uo.y Ajod P/s 00000 wds "' v] $00°H0°20°50°20] 82
ds
00°009°% uejjaguiad T10Z HdT / epiuon 1000004 3ds "3 V| $00°F0°20°S0°20 |£L
900000
00°005'97T ue(|agus 4 800Z ojuoseued | pfs 500000 MOpUIA 0" V| €00°+0°20°50°20 |92
$00000
00’'000°9E ue|squtad 9002 Sjuoseue d pfs £00000 MOPUIAA "D ¥ | E0D b0 20’5020 |54
dHTETA
00‘008'7 uejjaquiad 5102 -ND /[ 5] 100000 s3 Hews| T00°b0°20'S50°20 [FL
sr ¥r Er Zr rr or 6 g ] « s | s | r £ Z RS
ugjjaqg
d sijo, usa e)bue - o T
(du uenqu){ nsn gordg 120 Lo A L ] ; edA)l |.o3sibBoy Bueieg ewien £
uebueiogoy ebiel 1esy JowoN unge]lueyeg) ueanyn| /4O | Jowon / Bueteg sjuag Sueieg opoy | “on




(13

eMRgUINS
usjedngey
uebueg ueg
seulq QoZT Jnduen {sdn) 4ddng
32 ¥21Sdn]oc‘o0sT upjRgusd £T0Z Is2g 3> vl 90000 43 mod ajqpdnusuiun | gk0°T0'70°5D°20 | 66
gZ80TLD (sdn) Addns
a0's8t ¥ uglaguag S10Z JA de) 1 50000 Ja mod ajqpdnuauun | 8x0°T010°90°20 |86
200000 (sdn) fjddng
9ZI9=Ss / Sdnjo0‘opE'T uelEqiRg ZE02 Aulioud p/s TO0DOO 43 Mod Ijqudnuauiun | 8r0'T0°10'90°Z0 |26
0'g XA
00°S21°T ug|aguiad ST0Z / poosauay 100000 DI ss={=apn/aucyden iy | 9E0°T0'T0°90°20 |96
Iunxey 4+
auoydo)a),
00‘006°F uelaguiag 102 / dJMVYHS £00000, PHQAH 3uoyda|al | 220°T0'10'90°20 | S6
LK Uoj3s3 1eqefod
ejog =Iny | 0p'0Ee'e uejRqiiag ZI02 - TO000 ueBueny {p el |siny ) S00°90°€0°S0°20 |+6
8102 *vi
eMmequIng ‘gey
ueBued seujq
Al uojas3 jsiny ue 4T0000 Al
ueepefuad ¥6'sL8°02  |ueoquing 810z |indwed - p/s 900000} uciesg jeqefad ehs)y 10y | 900°€0'E0°'S0°Z0 | €6
NOISNIL Al
0D‘6E0"T uefegqua g IT0Z 3L 500000] uoes3 jeqefad ef@y s | 900°E0'E0°SOE0 |E6
+00000 Al
O0'SEE"DT ugjaquisd T10Z AN A P/5 100000| uoj=sg jeqefad =hay Isiny | 900°£0°€0°50°Z0 |T6
€102
‘Y.L cmequung
'qoy uebuog
seulq 111
uojesy 1My ug 200000 113
uezpeBuad | $T°206"F uej|jsgqus g §10Z  |/ndweo - P/s T00000| uojas3 jeqeled efwy |smy | S00°€0°€0°S020 | 06
00000 jenmpngs
05°261°5 uejRqtuag 1102 = p/s 100000 uoN |emebad epay efa | 800°T0'E0'50°20 |68
EMeEqUING
uxgednqe)y
uebued seuiq
(ueieyeqay
Wepews
3=V}
.._m.._ﬂu_-mﬂﬂvﬂ
wmepewtag
seq Bunqe].
ueepebuad | 000052 telaquag LT0Z Isag ewld T00000, s|qeiod/wepeuad Je|v| 100°£0'Z0's0°zo | 88
SF rr Er cr rr or & g i £ 9 J & ] > £ Z 17
IS0 uISo, eybu uelsq
{dy uenqu)| jnsn Lokl Sied ol ikl -wmedg "wu adA) Jegs169y Bueaeg ewiepn =T
uebueioloy ebie jesy Jouron unyel |veyeg| veinyn| /MaoW Jourcpy / Buedeg sjuer Bueleg spa)]|-oN




122

00'bOF'ET ugjjagiuad an0e 2aysoL mooon& doL deq] 200°20°T0°0T°20 {211
emequing
uxyednaey u
uefiled seuiq endwes
2d Jaandwoy |og‘0os e ugjaquiad FA N4 1528 epequis E10000, R D'd] T00°26°TO0T 20 { TiT
. £l
00°0209 Ueljagqwad STOC a3/ |sul 010000 AN D°d| T00°20°T0'0T 0 [0TT
uojiiaed
dn pina 2d|oo’o00's ueljaguad ET0Z / dH 600000, AN D°'d| T00°Z0'TO0T"C0 |60T
£t
v 00°226'6 ueflaqia g ZY0T 0D/ ;U 800000, JN D'd| T00°2D"I0°0T'20 (B80T
£l
Jandwoy|oo'‘sze'eT uejjaguiad TT0Z 200/ g £00000 JUN D°d| TO0°ZQ°T00T €0 |£0T
ISLUCLLIEY Y,
, feubig /
00‘009 ugjlaquad #10T 19PwaIBAH 100000, spwowsy L iebial 600°6% 10°80°70| 90T
6T0Z "V.L
WnuelIouoH
+ NuodoupiH
1se|RJSuy ue $00000
eluejag | 00'00b'2T ugjlsquiad 6T0Z  |ndwed = Pp/s £00000 J0jeRpuan) gOT I+ T0 8020 { SOT
6T0C 'V.L
WNUEIoUoH
+ NuodaplH up
Ise[=jsur 000029 ugjjadqad 6Tz |ndwes - £00o0004 IQelaua) GOt I+'T0"8020 | +0T
810 'V1
uebued seuq
uodaiprH
IsejeIsul efeq +
e{uead | 00'000s Uelagquad 8T0¢ HRSEld - 1000004 J0jelauan] 0T 14°T0'80'20 | 0T
e LSETOXW
00’0096 uetjaquad £102 { uag £00000; Jopafold/wnd Jedel| S0T°20'70°90"20 |Z0T
. Q009 s03
00'+98'9 vejlaquiad 144 { uoueD £00000: JJUoanpa]) Blawest £00°20 109020 (10T
-osa/f
. To0usInq A D
et esswe [00'00b'T ugjlequiad TI0Z fuog 200000 Jluapes|y elawe) £00°20°10°90°20 | 00T
ST rr ET er Ir ar & g £ 9 g b -4 £ Z I
A A 2] A 2
Didd is1j0d uisol 36U vetsq
(dy uenqu)| nsn ARted -edg U\u adAl |segsi1Boy Bueiseg vwiey ‘ST
uebuesa3ay ebiey lesy Jowon unyej |ueyed| ueamin| /Miem Jdowoy J Bueaeg swuar Bueaeg opo)||"oN




193

00T ¥S 500000
05°899°¢ ueljaquiad ZI0Z w61 / Bunswies | p/s 00000 dojuotd | Z00°EQ'Z0°0T'Z0 |SET
Nz
J5E AU Ag 200000
00'005°ST ue|Rquiagd £00T WL / Bunswes | p/s 100060 Jcjjuo | Z00°E0°'Z0°0T°Z0 | $ZT
0D Z000DCD (mnduwoy
00'pbs,"L ue|aquag Z10¢ fena / 13341] P/s 100000 JeucsIRd URE|RIa d) NdD| TOO'EQ'20'0T 20 | €2
810¢
'YL eMequng
qey uebued
seu| ] [ew3s)g
jsipieH ue
ueepebuad|00'000°€ ugnsqiiad gr0z | mndueg = Z000004 351 NeH | ZI0°T0°Z0'0T'Z0 | 22T
g1ZS
00004 ugjaquuad +10Z / oaoumn 100000, joog 230N | £00'20°T00T'T0 |TZT
8102
‘¢l eMEqWNS
uagednge)|
uebueg
seu|q deade ue neeev
ueepebuad [00'E06 HT ueaquad g10Z fandwen snsy 210000, doy, deq| zo0'z0" 100120 | 021
eMeqUNSG
uajedngey
uebueyg DnestY
seu|q dojdem ue JoogagonN
uvepefudd|0p'S86° T uERqwag £10Z  |mdwep snsy 1100004 daoy, det} 700'z0' 10°03 20 | 613
0dI-TELS
dojden pedyuy
ueepebuad {05666 ugjequiag LTOZ o AGLIS] 0T00004 do) deq| Zoo'zo'T0°0T'Z0 | 81T
eMEqUUns
uaedngey
uefueq Lnesbv
seuq doyde ue yoogajoN 600000
ueepebuaq|og’'zi6 sz ugaguriag £102  |indwed snsy| p/s ao0000 doy de| zoo'zo'10'0T 20 | 211
-0bb3 °8p3
PEdYUYL
COD‘965°ET vellRquad $T07 / oaou 2000004 doy, de| Z00'20°10'07 20 |91T
o6¥8
00'005°2 UBjjaqluag 102 / oAoua 500000, day_ deq| 200°20°10°0T 20 {SIT
05146 uejlaqwag 2102 eqyso.L S0000 doy, de| 200°20°30°0T 20 [+1T
00°009°LY ugjjagquiad 1102 Aucsg +000D0 dot deq| zoo°20°10°07'20 [ETT
&7 rr ErX er Fr or & g y £ 9 y 5 y r £ < y Hx
1s1jo, usa) eyGue uelsg
{dy uenqua)| [asn Adg ttod 1590 i L] ~od U\U odAl JoysiBoy Bueaeg ewey b S
uefueloloy ebieH |esy J0UI0p] unye] lueyed| uc:inyn] /490 Jowon [ Bueieg sjuag Bueleg apoy)| ‘oN




GIbEL 640" T ebaeH yejpung
8102
‘Y.l uebuad
Seulq ssojmn ue Zooooo rAuUR] Jndwioy
asno |y kfuejag 09’256 ugjEquiag o Jndwe = P/s 100000 jeucsiad Uuajeieiad] 8T0E0"Z0'01 20 | SET
emequng
uagedngey
urbued seuq
ueelasog
[IseH RrupBUB Y
=gefad
urp ueespelbuad
leqefag
+ uaugjuoy
aenguiayg
Jenefoy
wnpUouQp +
Jauesg wsa ue DSIOTS- AN (dmndwoy [euosiad
ueepeeBuad [00’021'GE uejjaquiag LI10E andeuw Dy Jluoseurd FO0000 4 umeielad) Jeuuess | H00'E0"20°0T°20 | peT
ozzZl Canduwoy
on‘ose'z URj|aguT 570 S uosdg L1000 |euQsiad :Bm_EmX.m J433UHd | E00°'E€0°20°0T'20 |EET
045251 STO000 (randwoy
00’0059 unjjoquiag FT0T / Uougo P/S ZT00B0] |Ruocsiod ueje|esad) Ja3und | enoentzo ot zo |zet
LEZdW TT000D (tond oy
Sl + Jud loo‘onn e uejaquuind £10Z / Uoue p/s 200000 ICUOSIDy Usir|Riad) J8auild | £00°€0°F0 0T 20 |TeT
8T0¢
"yl uefued
SRUIC] UL ue (ndwoy
uezpebusd |OD'6TE T uejadluad 28102 4Anduwis 0ZT] uosdy 500000 [PUosiog umejed) AaqUkd | E00'ERTZ0°0T 20 |neT
gMmequins
umedngey
uebuey
Seu| ¢ Jaatpg ue Bl uess (aancdwey
ueepelfiuad {00°059'E uglaquiad £10Z _ |andwes S8E7 uosd $00000] {euosIng UeelRlad) atupd | coo'eo'zo'o1 zo | 6T
emequIng
umednge)y
uebuag
Seud tquHd ue (ainduwoy
ueepefuad 0D‘000'E uejiaquad AI02 Induwes 09€E7 uosdy £0000 |IBUGSIad Ume|ead) JMUld { E00'E0°Z0°0T 20 | eeT
emegqung IIJ
uxqedncey
uebued ue
SRUIQ 09ET] dnduwies 00000 (Asgnduuoy
uosd3 smuldoo‘oone uefagwag 4702 J3seid 09¢7 vosda | p/s T0000D|  Ruosag umielen d) smupd | Eootsozotot 7o | 22T
00EdozZs
00’000 ueagquiagd SToZ / Sunsuwiesg 90000 403jUO ] | Z00'ED'20"0T 20 | 92T
5r »r Er cr Ir or & g Z 2 . = P » J e & A F
@i 1sT]O wso Bue ueiaq =
{dy uenqgu)| nsn Loz iSHOd 1S3 =1 L -wuod U\ adA L JAogysiGoy Dueleg wiong ='T
urBuretoyoy eBacpy jesy JOMION] unyelueyeq| urinyn| SIS AOUION / Bueaeg sjuagp Bureieg apaoy | "opg




Le

NYSINYd u USuNLRY iR L “
HNNEW M| D0'ERE'8E oIaquisg HLIH OAOKW xieg E00000100°20' 10T ED Buepng ucunbuen | 5

NVDNYd u USURULD S MmID]
DN AW M| 20°TLE St o L EIEE SYIY e ‘200000 {0020 10770 ey Buepng ueunbueg| &
NYONVA u L rRmwd dmma )
SNNGWIT|06'000Z8 quiad ONYdHI }erg TODD0D{T00' 70" 10°10° Buepng ummbuey|

uclund seuiq
uRrfanEy
1ERH Rupauag
egued
ugp teppriuad
oqefod ‘ddd
wnIRouoH +
Ippog zedusay
unmeyewad
advig + grial
Bucsed Uep DM
“ippng yedu gy
upsemeio g
aing + guDL
Bueszd ‘4 oM
Urged jedne |
UEPUEMIAR
eldog +

Jppid qudisa | u ST02 JRSD0 BMDgIUNG h b i 1
ueunburquidd | 16°54°08 mRquad uedsiafes/ran| s1oz/oior nuRg 2 "oN mBung ur ] NePLL irg TOD000/S00° 10" T0°TO'E0  Joquny] Bunpop upunsung] 2
usuRIa g

00000,

u
00'STERLLY ﬂua:am_ xeg FODTIO 7O T0°E0  soquny: Gunpos ununlus{ ¢

LT 9T ] L2 £x X 7 or 6

£ i A A

g v £ V. B g *.\ £ F. z .H\

a1 ]

=
yeuny, W) Joiuog (i), P w=piL J Fe Buwawg

(chauenqu}| msn opoy yeuey Heuey Jewey Jucang | awabupiog |eoouo ooy |-afion|  opox Gueseq ewey
uefiueimay | eteey fesY | Jowoy smeas somy Emyo fyme (zW) vttt fBuziegsuar ON
Bunpag uawmogy _Mun-_.iu._ ueunfived IAOSUY | mpuoy Ao wop

TO°T090° I 90°SL 2T =
uebue seu] =
uebued sewq ¢
uehiue setq =

uegieyiag Huepy =
YAMVIWNS NELLYdNEVY HY LN S =
LYRIVE VHVEONTL VSIIN ISNIACH =

NYNNONYE Nvd OSNNCID
2 (aDi) SNVHVE STHVLINIANI NLNVH ISYIALIAIEY

VAMVHRNOS NILVANI VA HYINREW3d




8t

u (1sp)
ANWAC ||| £9'569°01 Bljqad S9A] ISqun 93y uopg 3epLL dieg | 230000,170'20°70°70°E0] WRj-ujey Buepng usunbueg| 12
ARWR Uy
+ uebung u (isp)
Bunquim 5 "0zb"g5 GRquRd mibueqes 53y uopg HepLL AeR  {£0000044T0°Z0'T0°T0°E0) Uiel-ujen Buepnn ueunBuen| oz
IR U]
+ tebueg u (sp)
Bunquimy | £7'59 001 aFquRd JIH o4O 3y uoRg 3epLL q1ed _ |5000004bT0OZ0°T0°T0'E0F Llbt-uiert Bitepng weunbueg | 61
yepups s 4
unBue 4
uefiuepe u Epuizg (sp)
Bueptis|0o'dey oy Bjaquiag Ml youey, sepeg uegng ] sy 912 uejag eplL qed  |5000004b70°20'T0°T0°EQ) uiepujey Buepng veunSueg| gt
ANWSL [euey
+ ueBueyd u Gsp)
Bunquny{op’ses-en eRqura d Suarel uoyeg 3epLL Mieg | +000004bT0°Z0°10°T0"E0) ute|-tie] Buepng ueunBueg| £1
Anwiap jeum)
+ webiizg u (F530)]
Bunquiir |op’09s'en Bequag Bun Aedag uojag yeplL yjeg Z00000.470°20 10 10°E0] ujej-ujey Buepng ueunbueg| g1
JOWDE U
+ uebuey u (=p)
Bunquim og'osg-68 BIFGLISg ysutr meg uepRg HepL, Afed | 7000004bT0°20'70 Y0 £0] Uje-uie) Buepng ueunbueg) 51
NYONVd u usueutgd dmrya),
ONNIWNT{00 TS Ep gsqued xodol '09) Twey Hleg £I0000JT00'20" 10" TOED Buegpnd weunbueg| ¢1
NYONV4 ] usueuRd drynys)
ONNAWM}S5.'8be 28 ERquRg svaydaevi Yed L TE0000{T00°Z0°T0'TOEN] Buepng ucunbueq| g1
NYSNYd u uIBULDG Ay ]
ONNEWHSL'8b9'LE BEquisy SIMI HILNN Hieg  |oro0004700°20°10°10"EN Buepng ueunbueg) 27
NYBNVd u usuauLtzd dimra),
ONNGWMI|S52'8bs LE ElRquad VYLD QADN Aeq | 606000J100°20"T0° 10 €0 Suepng ueunbung| 11
NVONVd u usuBUla dimhye)
SNNIWM| 05’59t eg Yequiag Lviva sy Ajeg  §800D00400'20"T0 IO ED Buepny ueunBueg| o1
NYONVd u URUBLLID 4 A )
ONNEWNI|05'591°ES BiRqLt 2d ¥ yled ncoaachnac.modo.ﬂc.mo Buepns ueunbued| g
NVSNYd u uUsrBuRd dnjnys |,
ONNAWM|05's91-e5 Blequsd ¥NANMT Aen | 9000004700°Z0 10 IO E0) Buepng ueunbueg| ¢
NVONYd u d uaLeLn 4 drynyia]
ONNGWM)| 05'591°€5 gL ONYdWYg Aleg  [S00000T00°Z0"10°10'E Buepns ueunbueg| 2
NVEoNYd u usuRW 4 dnynjia
SNNEWIM 00'945°25 wRquiad UITIH OAOH Med  |$00000{r00°Z0'T0 10" 50 Guepno ueunbueg| o
LT 9T | 5T 3 zT Tl or 6 8 [3 9 s | ¥ L < T
Jowioy | jeBBuel '€'F
yeuey [t{"}] yepIL sepL/ 183 Bugaeg
{dyuenqu)| [msn opoy yeue] yeuey, Jewe|y Juojeg | ymjfupieg ety | ~E1E0H opoy Bueueg ewey 'oN
uebuminay B zw) (au'ax'a)
eB.iey lesy | Jowoy smels sem 1seqo1 /eI veunbieq / Bueleg sjuag
Bunpad usuwnyog uel  ueunBueg 1synaasuoy |s|puoy JOWoN
sem




6€

[ isp)
00'000°05 BRI d Aeq 820000447020 T0°T0"E0] Wief-tiwrt Buepno uaunbueg| g6
ade 0ay
HulH esag u {isp)
snwar juuzy|  op’sseze M4 yug L200004610'20°T0°T0"E0) uisruje Buzpny ueunBueq| ge
Buedieg 23y
#[3 vfung esaqg u {sp)
Anusp jeque | Qo'ERE'9S Rj3quiad $leg 9Z00004+10'Z0 10 T0°E0) wie-uy] Buzpny ueunbueg| 1
I o Aoy
23 lijew esag u {5p)
dnwaf (e [ 00°68E T nRqled 328 SZO0004FTOZ0 FOTOED) MIR-UR] Surpnd weunBued| of
RN My
|0 eseq u [t 0]
Anwac e ) to'tee ZE glloquiag X129 |+Z00004bT0'Z0°TO IO E0 ME-ul Suspno uzunbueg| 62
U ‘0ay Burig
AMOQS LS
Anwag jeue]
+ ueBued u {sp)
Sunqum{os'ab8ETT BAqwIdg LILT: EZ0000,{ET0°Z0°T0'T0 €0 Uie-uien Suepno usunueg) gz |
ouRIR) 'Oy
Bucpag osaq
InwRE [Quey
+ uebingg u [£355)]
Bunguin ) 05’ [ 48 ETT H|pqusd Ajeg TLZOOO0JLTOZ0 10 IO £l uit-ule] Buepho ueunbuvg| JZ
LETRRET]
0] BRYY kIeg
anwag e
+ telugg u Gsp)
Bunquim | a6 'ab8"ETT eagquiad Aleg 12000046070 TOTO"E0) wie)-uie] Cuepnp ueunbueg) oz
Oumutry "%
inyndas esag
IRUIQT e
+ ugBueg u §sp)
Bunquir | 0p'z/8'ETT YR g yeg 8T0000,510°20°T0°T0"ED) bycr-uir) Buwpns ununBuna| 62
jaieg
SU[Y DAy urdegy
s wsaq meg
yeifjiy unsng
BLTTE T L Th S |
+ uebued u asp)
Bunquim | g6'oF8"ETT qequad b 1LT:] £T0000{T0'Z0 10 L0 EN UIE-wx] Buepny ueunBueg) ¢z
JenBiusuay ~oay
Ougpsn vs30
Jnwsp jmuey
+ uafitog u Qsp)
Bunqum 1 ob‘b28°'641 naquid ey ST00004+14'20°TO E0"EN Miw-uie) Burpns £®
u [
ANWIL 1T | £9%29°9b sRquad jeIng Si|y oAy umag WepLL Mea  |£T0000r10'Z0°T0°T0EN wer-ulen Buepns ueynbusg| 2z
LT 9 y T ET (47 IT p ar 6 p : ] [4 5 . [] ] € F4 .nm_
dowoy | [uBBugy I
yuuej, z) NP L xepil / oy Buwaug
(dy uenqu)| (nsn Bpon yeuey, youey, jewinly Jumeg | 3enbupyseq tau'axna) -sytioy| opoy Buedeg elucy onl
B zw) au'axn‘a 5 5
uefueiojoy eBaeny REY Jowon smels semy [seja fje3ean teunbueq [ Burieg sjuap
Bunpes uswnjoq {mjue ueunfiueq (SYNSUOA] y5puoy Jowon
samy




0¥

EG'BE0 VTS

ebiey Yyejung

40'05£'T

u
TRquad

TMEqURS
nwag £'oN . Jnbung ugjer

4.4

A L

HepLL

yieg

200000410040 10"P0'ED)

uuguuedaebed| 14

eyBueqe)
umeLLEIRYy
gjnwoyng esag
nIE [y
ucunfuequag

T0'TES b

u
Glequlag

1oz
Jueds| a/TET/ZP0 | L102/E0/ 21

eyfueqa]
uejRuIesny Bjlhweyns esag

oot

A uowg

XEpIL

e

200000,4500°52' 10°10°ED)

(3sp) upeg-un
JIUEDE U] ueenbueg ok

urbud
uebuepe )
Buepng seyy(se;
yequRuDL

nn eleg yewny
yeunBucquind

0D0'S96'79T

1]
TiRgWIy

epiing
AMpg yze

Supeg usyNgET 2y

¥e

4 uceg HapLL

xeg

180000300 ET " TO' TD'E0)

UILTULD §
eler sod Bunpan| g

ohop oAy
Bupeiusd bseq
ANwaC U]

Q0’6+ L b

u
elRquisd

58680 A 910z/80/20

amn
cdop 2y Buppiuad BsaQ

ucyeg

Hieg

SE00004630°20°10° T0°EQY ulm-ule] Buvpng ueunburg| ge

(sp

SerY
39y M vsog
INWSE |wueE]

00’554 b

u
B[P wad

I+GE0 « 9T0T/BC/EQ

STy 39y Jem) TEed

uoeg

Meg

YEQODO4FTOZ0' T0'TO'E

ujejul Buepno usunBueg| s¢

P}

uesemebusg
ucp
uBRRURAISd
+ een
oAoK a9y
JeyBueg esag
Mhurag [eua
+ ueBueg
Bunguirm

0894621

u
BlRquzg

GEGBD £ 9102/60/E0

R
g Ao “20% JeyBuosg L9

uopg

Hleg

EE000

(s}

ugse meBuag
urp
ugRURIUNS Y +
sy asy sayy
s3] npag
o1ng unsng
g [EuE)

+ upfuog
Buhgquirm

0B"bIS 6ET

u
hari ot T

bEGER |

I A
eIy B53d Npad 0}04 Unsng

uoleg

Reg

v"o.No.ﬂn.un.mJ yje-uiR] fuepng utunBueg| gg

1EQ000IbT0°20° 10 10 0] Uier-uie Buepns usunbueg| e

(2sp)

URRURIURID ]
+ Jong

23y udely
hung esaqg
Antar [euen
+ uebued
dunguum

08'605° 671

u
DiEquied

LEGBO 4 B10Z/e0/c0

42ng '0ay vide ung erag

uoeg

Aleg

QL000044T0°Z0 T0°T0EQ] Uie-uje] Burpn® ueunbusg| ¢g

(sp)

LT

9T

I .F £T

T

L4 £

L]

< T

uebueisioy

{dy uenqu}
eBaey

Insn
RSy

yeuey,
apoy
10WON

yeuey
smels

)
yeuey,
sem

lowoN | eBBuRL

Bunpes uWewnyod

T y [+73 I3 ]

IEWERY
IO fyeme

1€47)]
|ejuery
sem

qepll /
jeybugaen

JepiL
fuojeg

usunbueq Is)NsUcy

{gu’sn‘a)d
ucunfucg
Is|puo)

ey
AD} Bunieg
-sjioy QpoX

louwopn

fucieg ewen ‘o
/ Buraeg sjusgp




It

DU'E9ETE ebiey yejung
VA 0000 iBsn
ehepuequies) yea  |p0'co’s uBRqURg 100800 40020700 WeHie isnqusiq uefuer g
Wvad [0y sepsedey yRwny
avusbuver] wen  |oo'oes vegRqitiag 100000 _{1o0P0'TO'PD'R0 @) uebungues ueuuer| ¢
0000 {10k snyey
e |on'seser UeRqWad | '000'80'G0'06 00 005E10/10 ] 100000 (00'S0'90°20%)] b [puey veunbueg; |
) or ) e ) pr &g ) zr o or | 6 A8 1z |9, § | v | & | £ -
S — — — —— —— —— —— — E = ! ——F = = ::
€T
Ia fueiog
(e Meuey | HEUBL | ouon (jefifuey|  JRWENV {um) -5i6oy apoy
gy 'g) | (dguenqu) | [msn apoy snyegs SN | () [ ) | 6 Gueieg ewey
uebuer)ay| ispuoy |  ehiey [esy lowoy uawnyog seny | aeqaq [uelued|msyngsuoy 10WoN [ bueiegswar | "oy

TT0S0°TIS0SI'ET = ISVHOTIA0N "ON

uebuey seuk) = ~fdn

uelued sewq & Jup qns

uebuedsewq = Jsesiuefig Jun

uentelia Guepy : fiuemg

VAVEWNS N3 Vdnaw HYINDEWT = e30h/'qen

1vHVE YaVOONEL VSN ISNIAOWd :
NVONTHYL NYQ ISYORI ‘NVIVC
d (4D1) ONVEVE SRIVLNIANI ALYV

VIAVEANS NILYNEYH HYLNINIWId




Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah
aset yang diperoleh melalui APBD Kabupaten Sumbawa dan Aset Milik

Negara dari Program PIDRA (Participatory Integrated Development in
Rainfed Areas).

2.2.3. Unit Kerja

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Unit Usaha yang mendukung
ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa itu sendiri tidak memiliki jaringan hingga ke tingkat
kecamatan untuk dapat di bentuk unit usaha.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program
pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan merupakan landasan dan
pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat
capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan
kinerja masing-masing program.

Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan
sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan
yaitu :

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk
mementthi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya
serta aman,

2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruh
wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan,

3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses
pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang

beragam, bergizi dan seimbang serta prefrensinya.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU} Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - 2020 dan pencapaian target
kinerja sebagai berikut:

v
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Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Sumbawa tidak terlepas dari peran berbagai kegiatan yang mendukung
pencapaian tersebut. Adapun pelayanan kegiatan yang mendukung
pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:
1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat miskin untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan
diwilayahnya,

Tabel 2.6. Program Desa Mandiri Pangan dan masing-masing tahapan

No. Kecamatan Desa Tahap Tahun | Sumber Dana
1 | Labangka Labangka Pasca Mandiri 2007 APBN
2 | Lape Hijrah Pasca Mandiri 2007 APBN
3 | Moyo Hilir Olat Rawa Pasca Mandiri 2008 APBN
4 | Utan Pukat Pasca Mandiri 2009 APBN
5 | Alas Barat Usar Mapin Pasca Mandiri 2009 APBD Prov.
6 | Lunyuk Padasuka Pasca Mandiri 2010 APBN
7 | Lopok Tatede Pasca Mandiri 2010 APBD Prov.
8 | Plampang SP2 Prode Pasca Mandiri 2010 APBD Prov.
9 | Labangka Suka Damai | Pasca Mandiri 2011 APBN
10 | Labangka Suka Mulya Pasca Mandiri 2011 APBN
11 | Labangka Sekokat Pasca Mandiri 2011 APBN
12 | Tarano Lab. Jambu Mandiri 2011 APBN
13 | Alas Barat Gontar Baru | Pengembangan 2012 APBN
14 | Lenangguar Ledang Pengembangan 2012 APBD Prov.
15 | Lantung Sepukur Pengembangan 2012 APBD Prov.
16 | Lenangguar Telaga Penumbuhan 2013 | APBD Prov.
17 | Lantung Aimual Penumbuhan 2013 APBD Prov.
18 | Sumbawa Samapuin Penumbuhan 2013 APBD Prov.
19 | Moyo Hulu Brang Rea Pengembangan 2018 APBN
20 | Batu Lanteh Kelungkung Pengembangan 2019 APBN Prov.
21 | Alas Marente Pengembangan 2020 APBN Prov.
22 | Orong Telu Kelawis Pengembangan 2020 APBN Prov.

Sumber: Dinas Pangan Kab. Sumbawa 2020

2) menjamin ketersediaan energi minimal 2.200 kal/kap/hari dan
ketersediaan protein 57 gr/kap/hari dan penyediaan cadangan
pangan pemerintah dalam rangka penyediaan pangan pada saat

v terjadi rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis;
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3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang
diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
melalui program percepatan diversifikasi konsumsi pangan;

4} menjaga stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras melahui
penyediaan Bantuan Sosial; dan

5) peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan melalui upaya
revitalisasi ditingkat masyarakat guna menunjang ketahanan

pangan.

Kelompok sasaran dalam setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa berbeda-beda. 1) Dalam
rangka pengembangan desa mandiri pangan, kelompok sasaran yang akan
menerima manfaat adalah KK miskin yang tergabung dalam kelompok
afinitas yang diberdayakan melalui pembinaan dan pemberian bantuan
sosial, serta mengintegrasikan berbagai program lintas sektor pada lokasi
desa mandiri pangan, 2) dalam rangka penyediaan pangan, sasaran
pelaksanaan kegiatan adalah instansi teknis penanggungjawab target
produksi dimana dilakukan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan,
sehingga target-target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai,

3) Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat antara lain
dilakukan kepada kelompok sasaran pada kelompok-kelompok wanita, PKK,
serta pelaku usaha dan para pengambil kebijakan, serta advokasi melalui
media masa dan melalui peningkatkan pengetahuan bagi anak usia dini pada
SD/Mi, sehingga diharapkan pemahaman tentang pola pangan beragam,
bergizi seimbang dan aman akan dapat dikenal lebih luas, 4) guna menjaga
stabilisasi harga gabah/beras dilakukan melalui pengembangan program
Lenmbaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM} dengan memberikan
bantuan sosial kepada Gapoktan untuk membeli gabah anggota gapoktan
sesuai HPP pada saat panen raya dimana sering harga dibawah HPP,

5) dalam upaya peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan, selain
kelembagaan struktural dan fungsional, kelompok sasaran pengembangan
kelembagaan ketahanan pangan adalah kelompok masyarakat atara lain
PKK, Posyandu, Dasawisma dan kelembagaan masyarakat lainnya yvang

‘T dapat mendukung pembangunan ketahanan pangan.
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Tabel 2.7, Data Kelompok Binaan

JENIS
NO PELAYANAN LOXASI DESA KETERANGAN
1 | Pembinaan 1. Labangka Pasca Mandiri
Desa Mandiri 2. Hijrah Pasca Mandiri
Pangan 3. Olat Rawa Pasca Mandiri
4. Pukat Pasca Mandiri
5. Usar Mapin Pasca Mandiri
6. Padasuka Pasca Mandiri
7. Tatede Pasca Mandiri
8. SP2 Prode Pasca Mandiri
9. Suka Damai Pasca Mandiri
10  Suka Mulya Pasca Mandiri
11. Sekokat Pasca Mandiri
12. Lab. Jambu Mandiri
13. Gontar Baru Pengembangan
14. Ledang Pengembangan
15. Sepukur Pengembangan
16. Telaga Penumbuhan
17. Aimual Penumbuhan
18. Samapuin Penumbuhan
19. Moyo Hulu Pengembangan
20. Kelungkung Pengembangan
21. Marente Pengembangan
22. Kelawis Pengembangan
Lembaga 1. Mama Gapolktan
Distribusi
I}i)&azifrf; alit 2. Berora Gapoktan
(LDPM)
3. Berare Gapoktan
4. Luar Gapoktan
5. Sabedo Gapoktan
6. Penyaring Gapoktan,
7. Usar Mapin Gapoktan
8. Lunyuk Gapoktan
3 | Lumbung 1. Bantulanteh Sumber Hidup
Pengan
Masgy areient 2. Labuhan Jamu Peccatu
3. Pidang Sahabat Tani
4. Empang Bawah Maris Gama
5. Sepayvung Tani Malonur
6. SP2 Prode Tiang Tunyang
7. Labangka I Mandiri
8. Sekokat Sehati
9. Suka Mulya Mulya Sari
10. Hijrah Sejahtera
11. Tatede Buin Kaca
12. Mamak Mulyana
13, Sepukur Batu Kreng
14. Malili Buin Resong
15. Olat Rawa Saling Sadu
16. Poto Sepayal
17. Kakiang Uma Aru
18. Sebewe Sopo Ate
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JENIS

NO PELAVANAN LOKASI DEsA KETERANGAN
19. Ledang Batn Pantek
20. Emang Lestari Balong Niat
21. Padasuka Sumber Barokah
22. Seketeng Kokar Biso Ne
23. Boak Jaya Bersama
24. Kerekeh Batu Patinang
25. Lab. Sumbawa Tekad Makmur
26. Rhee Loka Alam Lestari
27. Sabedo Lemak Bawa
28. Pukat Uma Brang
29. Stowe Brang Lumbung Padi
30. Marente Lonto Engal
31. Usar Mapin Saling Beme
32. Gontar Baru Karya Bersama
33. Usar Mapin Sukses Bersama
34. Leseng Kokar Maras
35. Juran Alas Panujak Telangit
36. Juru Mapin Sagara
37. Poto Pedu Tekad Maju
38. Pungkit Brang Gola
39. Songkar Bina Sejahtera
40. Berora Sahabat
41. Pungkit Brang Gola
42. Sempe Bunga Kemiri
43. Motong Juwat Manis
44. Langam Perintis
45. Brang Kolong Maju Mandiri
1. Kakiang KW Gerung Lestari
2. Kelurahan Lempeh KW Cabe Ljo
3. Langam KW Tinum Lake
4. Simu KW Pona Lepang
5. Plampang KW Mulia
6. Marente KW Melati
7. Rhee Loka KW Bunga Eja
8. Pada Suka KWEKacang Panjang
9. Kelurahan Samapuin KW Melati
10. Boak KW Alam Hijau
11. Muer KW Lala Taranam
12. Baru Tahan KW Riam Remo
13. Labuhan Jambu KW Mawar Putih
14. Emang Lestari KW Mawar
15. Sepakat KW Sapito
16. Uma Beringin KW Mekar Sari
17. Pungka KW Tunas Lestari
18. Semamung KW Melati Suci
19. Mamak KW [jo Ternis
20. Labuhan Kuris KW Ketanga Lestari
21. Stowe Brang Kemang Mener
22, Luk Bunga Melati
23. Sempe Embun Pagi
24. Maman Mekar Putih
25. Berang Rea Sinar Harapan
26. Berora Gelombang Cinta
27. Pukat Brang Mato’a
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JENIS

NO | pEray ANAN LOKASI DESA KETERANGAN
28. Jorok Melati
29, Berora Bunga Lestari
30. Batu Lanteh Plamboyan
31. Ongko Menir Putih
32, Jotang Bunga Tanjung
33. Suka damai Maju Bersama
Usaha Kelompok Tani

34. Suka Mulya Krentif P
35. Ngeru Sopo tae
36. Olat Rawa Madu Lestari
37. Pelat Saling Pariri
38. Klungkung Berkarya
39._ Bt. Dulang Maju Bersama
40. Mapin Beru Bina Keluarga
41. Stowe Brang Maris gama
42, Sempe Sinar Pulas
43. Berang Rea Mampis Manis
44, Ongko Sakiki Rara
45. Berora Suka Maju
46. Baodesa Puncak Ngengas
47. Maman Sakiki Rara
48. Labuhan Kuris Ngali Mandiri
49. Klungkung Berkarya
50. Ngeru Semangat Baru
51. Stowe Brang Kemang Menir
52. Luk Bunga Melati
33. Sempe Embun Pagi
94. Maman Mekar Putih
55. Berang Rea Sinar barapan
56. Berora Gelombang Cinta
57. Kelungkung Saling Pariri
58. Karang Dima Bukit Lestari
99. Kerekeh Sehati
60. Juran Alas Air gading
61. Stowe Brang Tunas Baru
62. Luk Bunga Eja
63. Bungin Bungin Asri
64. Lito Bangun Desa
65. Labuhan Bontong Manambai
66. Jotang Beru Panto Daya Maju
67. Buin Baru Lestari
68. Usar Mapin Gelampar Mariri
69. Brang Biji Amanah
70. Rhee Mampis Rungan
71. Penyaring Binas Sejahtera
72. Poto Kre Alang
73. Jaya Makmur Mekar Jaya
74. Tepal Bao Merdang
75. Labuhan Badas Harapan Jaya II
76. Mama Unter Temang
77. Banda Dewa. Boko
78. Bunga Eja Mandiri

. SalamMuda
79. Penyaring Hortikultura,
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JENIS

NO PELAYANAN LOKASI DESA KETERANGAN
80. Bunga Eja Maju Bersama,
81. Marente Melat Marente
82. Juranalas Kartika
83. Labuhan Jambu Buldt Cahaya Desa
84. Jotang Jotang Maras
85. Lamenta Lancar Jaya
86. Seketeng Bukit Lestari
87. Labuhan Jambu Kampung Peca
88. Lunyuk Ode Sumber Rejeki
89. Stowe Brang Maris Gama
90. Sempe Sinar Pulas
100. Berang Rea Mampis Manis
101. Ongko Sakiki Rara
102. Berora Suka Maju
103. Baodesa Puncak Ngengas
104. Maman Salkiki Rara
105. Labuhan Kuris Ngali Mandiri
106. Klungkung Berkarya
107. Ngeru Semangat Baru
108. Pamanto Mampis Rungan
109. Lenangguar Maris Gama
110. Boak Boak Berseri
111. Jorok Tumung Barema,
112. Bugis Saling Sapa
113. Brang Biji Samalews,
114, Dalam Pasasesenap
115. Gontar Bahagia Bersama
L1G. Lempeh Tubas Intan Bulaeng
Olat Maras
117. Pernek Hortikultura
KWT Jotang
118. Jotang Sejahtera
KUB Duta Ansak
119. Labuhan Alas Blaei
120. Gontar Forum Solidaritas
121. Kakiang As-Syifa
122. Boal Mawar Merah
123. Klungkung Kemang Miri
124. Leseng Kita Bina Bersama

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas
diarahkan dan difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dengan

melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

pangan masyarakat Kabupaten Sumbawa. berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan

Ik bahwa ada 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yaitu :
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1. Ketersediaan Pangan.
Ketersediaan Fisik Pangan di seluruh wilayah di Indonesia

2. Akses Pangan
Kemampuan seluruh rumah tangga untuk memperoleh cukup
pangan

3. Pemanfaatan Pangan
Penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangsa dan kemampuan
masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap

gizi.
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan
Pangan

Urusan Pangan di Kabupaten Sumbawa mempunyai posisi
strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mampu
memilah pangan yang amarl, seimbang dan bergizi untuk dapat dikonsumsi
oleh masyarakat. Hal ini disadari sepenuhnya keberadaannya menjadi
tumpuhan dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor
ketahanan pangan, pemerintah daerah mempunyai tantangan dan peluang
pengembangannya.

2.1.1 Tantangan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan sektor
ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana ketahanan pangan yang masih terbatas, dinas
ketahanan pangan masih melakukan pengujian sampel pangan segar
(PSAT) di luar kota. Sehingga diperlukan pengadaan alat penunjang untuk
pengujian sampel.

2. Belum Optimalnya pelaporan system kewaspadaan pangan dan gizi

3. Pola Konsumsi pangan belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
Pemahaman masyarakat masih kurang akan pentingnya pola konsumsi
B2SA.

4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan lebih serius

5. Kurangnya permodalan dalam pengembangan produk pangan kepada
masyarakat, hasil pertanian perlu di olah menjadi produk jadi untuk
dapat meningkatkan nilai produk itu sendiri serta meningkatkan nilai jual
dengan salah satu cara memberikan bantuan berupa modal serta alat
pengolahan.

6. Masih memiliki daerah rawan pangan

7. Sumber Daya Manusia yang terbatas

8. Anggaran pelaksananaan kegiatan terbatas

2.1.2 Peluang
Adapun peluang dalam Pengembangan sektor ketahanan pangan adalah
k sebagai berikut:



e

. Peningkatan pembangunan ekonomi ketahanan pangan dengan

meningkatkan nilai tambah bahan pangan mentah menjadi pangan
olahan / produk jadi.

Sudah adanya peningkatan produksi pangan

Tersedianya komuditas pangan surplus

Pelatihan yang terintegritas

Teknologi dan inovasi di bidang pangan yang semakin berkembang
Adanya dukungan pembiayaan di bidang pangan melalui dana APBD,
APBN dan hibah lainnya.

. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGEAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Isu strategis yang sedang dihadapi sekarang adalah perubahan
iklim sehingga terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan
meningkat sehingga negara negara yang semula menjadi pengekspor
pangan cendrung menahan produk menjadi stok pangan. Kondisi global
tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga diperlukan upaya stok
pangan Nasional. Isu Nasional strategis lainnya mengenai pertumbuhan
penduduk yang semakin tinggi, tingginya koversi lahan, terbatasnya
infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung
pada beras.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang
dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari
perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan
dilaksanakan dengan mempertimbangan pengaruh terhadap pencapaian
sasaran pembangunan ketashanan Pangan Kabupaten Sumbawa,
merupakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten, Isu
strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam
Perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sumbawa
sebagai berikut :

1. Penanganan Kerawanan Pangan
Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sumbawa masih cukup
tinggi diakibatlkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar
pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, terjadi gagal
tanam/gagal panen dan adanya bencana alam pada musim tertentu
serta masih terbatasnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya
penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat
diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah
propinsi/kabupaten/kota serta cadangan pangan di tingkat
masyarakat yang langsung dapat di akses oleh masyarakat.

2. Stabilitas Pasokan, Harga dan Distribusi Pangan
Stabilitas pasokan dan harga merupakan sarana dan prasarana
distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen
Ketidaklancaran proses distribusi akan memgakibatkan biaya
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produksi dan pemasaran yang mahal serta kerusakan komoditas
pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena
adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak
menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.
Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat
melonjaknya ongkos angkut yang berimplikasi kepada meningkatnya
biaya produksi, waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar
pada saat terjadi gangguan baik Karena kondisi infrastruktur jalan
yang kurang memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan
mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi . Selain itu panjang
rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang
seharusnya diterima oleh petani justru dinikmati oleh orang lain
(iejaring pasar lainnya).

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih
rendah yang ditunjukan dengan Angka Pola Pangan Harapan (PPH).
Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi
dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena
keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran akan pangan
yang beragam bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.
Kecendrungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal yang
masih rendah dan cenderung menurun serta berkembangnya
globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis impor yang
cenderung digemari oleh masyarakat mengakibatkan penurunan
tingkat konsumsi pangan yang schat seimbang berbasis pangan
lokal. Oleh karena itu upaya peningkatan penganekaragaman
konsumsi pangan masyarakat harus dilaksanakan dengan tidak
membedakan jenis kelamin serta berkeadailan bagi seluruh
masyarakat.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat
ditunjukan dengan masih terjadinya berbagai kasus ganguan
kesehatan akibat pangan yang tidak aman antara lain sebagai akibat
dari terjadinya cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan
bahan kimia yang berlebihan serta masih ditemnukan pangan
kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Permasalahan yang
menyertai pananganan keamanan pangan diakibatkan oleh
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kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penangan
pangan yang aman, belum optimalnya control peredaran bahan
berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan
pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan
pangan secara tegas, dan yang paling penting adalah perlunya
pengetahuan dan ketelitian masyarakat dalam memilah dan memilih
bahan pangan yang akan di beli dan dikonsumsi.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan disebutkan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu
yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan

makanan atau minuman.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Sumbawa

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
Koordinasi antar OPD Kebijakan antar 1. Ketersediaan dan Akses
dalam menyelesaikan OPD terkait yang Pangan yang masih
1. | masalah rawan pangan belum terbatas

dan pola pangan harapan | terintegrasi.
{PPH] belum optimal.
Rawan pangan dan PPH
harus diselesaikan secara
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No - Masalah Pokolx Masalah Akar Masalah

1 ' 2 3 4
bersama-sama atar OPD 2. Konsumsi Pangan pokok
terkait dan kebijakannya dan Pangan lainnya kurang
harus terintegrasi. beragam serta masih

tingginya konsumsi beras

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah
3.2.1. Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026

Berdasarkan Permasalahan dan kondisi serta tantangan yang
akan dihadapi, serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional, RPJMD
Provinsi NTB dan RPJP Kabupaten Sumbawa dan visi Kepala Daerah
Terpilih, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa
2021 -2026 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN”
Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026
yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh
rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
SUMBAWA GEMILANG :

mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya
saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional
maupun internasional,
BERKEADABAN :
Pernyataan herkeadaban mengandung makna masyarakat Sumbawa
yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan
sehari-hari (Adat Barenti Ko Sara’, Sara’ Barenti Ko Kitabullah. Taket Ko
Nene, Kangila Boat Lenge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang
“Senap Semu” (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan
masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh
suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan
yang Maha Esa atas ketagwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah
agama), “Riam Remo” (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran
suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan
‘q_rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga
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negara), “Nyaman Nyawe” (kesejahteraan ekonomis merupakan
gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan
mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan
kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi
secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud
masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan
pembangunan).

3.2.2. Misi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021 - 2026

Langkah-langkah dalam mewujudkan Visi di atas, dengan dilakukan
Misi sebagai berikut:
MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang
maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.
MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI
Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor
agribisnis, industri dan pariwisata.
MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat
dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan
efisien
MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA
Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya
ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum
yang berkeadilan.
MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN
Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta
meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

memiliki keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa antara

lain:

Misi 2 : Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan
nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang

berkualitas
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Sasaran : Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha
Prioritas (pertanian, perikanan dan kehutanan;
Perdagangan; Penyediaan Akomodasi Dan Makan
Minum; Industri Pengolahan)

Misi 3 : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti
Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian

serta pelayanan yang cepat dan efisien

Tujuan ! Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan
Publik
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Nasional dan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah Pertanian
yang maju, manditi dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong.

Mengacu pada tugas dan fungsi kementrian pertanian yang telah
di atur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung
misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, kementrian
pertanian mendukung satu dari Sembilan misi Presiden dan Wakil
Presiden, yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya
saing, melalui misi Kementrian Pertanian yaitu:
1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mendukung misi Kementerian Pertanian
yaitu “Mewujudkan Ketahanan Pangan”. Ketahanan Pangan
merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai
perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup
ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu menjamin pangan yang
aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup
sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menjabarkan misi pembangunan kementerian pertanian, maka
tujuan pembangunan kementerian pertanian, kontribusi Badan
Ketahanan Pangan pada tujuan :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dengan tujuan : Meningkatnya
k Pemantapan Ketahanan Pangan
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2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian
dengan tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian
Pertanian

Sasaran Strategis Pembangunan kementerian pertanian pada program

Badan Ketahanan Pangan merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu

program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementrian

Pertanian tahun 2020-2024 yang disusun dengan metode Balanced

ScoreCard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu Stakeholders,

customer, internal process dan learning and growth perspective. Sasaran

Strategis (SS) Kementrian Pertanian sebagai berikut :

SS.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri

55.2 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional

35.3 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional

S55.4 Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian

S55.5 Tersedianya Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai

kebutuhan

$8.6 Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta

penyakit pada hewan

S5S.7 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan

pertanian nasional

55.8 Terwujudnya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien,

dan berorientasi pada layanan prima

S58.9 Terkelolanya anggaran kementrian pertanian yang akuntabel dan

berkualitas
Berdasarkan peta strategis Kementerian Pertanian, kontribusi
Badan Ketahanan Pangan pada $8-1 “Meningkatnya ketersediaan
pangan strategis dalam negeri” dan SS-3 “Terjaminnya keamanan dan
mutu pangan strategis nasional”. Sasaran Strategis ini berada pada
customer perspective yang berkontirbusi dalam mencapai sasaran
strategis 1 ‘Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani” pada
stakeholders perspective. Dengan kata lain, outcome Kementrian

Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak

dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program

dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.
Berdasarkan Renstra Kementrian Pertanian tersebut diatas,

Badan Ketahanan Pangan telah menjabarkan sasaran strategis tahun

h’ 2020-2024 sebagai berikut:
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Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan 2020-2024 yaitu:

1
2.
3.

Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri (SS1)
Terjaminnya kemanan dan muty pangan strategis nasional (SS3)
Terwujudnya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima (SS8)

Terkelolanya anggaran kementrian pertanian yang akuntabel dan
berkualitas (SS9)

Dari empat Sasaran Strategis di jabarkan menjadi enam sasaran
program sebagai berikut:

1.
2s
3.

Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)
Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan
Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT)

- Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal

Ternak

. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif dan

Efisien

. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel

dan Berkualitas

Dari 6 Sasaran Program dijabarkan menjadi delapan Indikator

kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

a.

Persentase Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri yang
melakukan penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia / TTI (%)

. Persentase Darah Rentan Rawan Pangan (%)

¢. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu

B oo

pangan (%)

Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/ hari)
Konsursi daging (Kg/kapita/hari)

Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)

Nilai Reformasi birokrasi badan ketahanan pangan (nilai)

- Nilai kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai)
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Target Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian yang
ingin dicapai selama tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel dibawah

ini:
No. Sasaran Strategis Sasaran Program Tabloe Koerja Target
, Sasaran Program 2020 | 2024
1 [Meningkatnya ketersediaan . |Meningkatnya Penjualan Beras | 1. [Persentase Lembaga Distribusi
pungan strtegis dalamnegen kepada Toke Tam Indonesia Pangan yang mandiri vang
(TTh melakukan penjoalan beras 20 20
kepada Toko Tani Indonesia / TTI
(%)
2. [Penguatan Alses Pangan 2. |Persentase Darah Rentan Rawan
Muasyarakat di Dzemh Rawan Pangan (%) i8 10
Pangan
2 |Terjaminnya keamanan donmuty | 3. Terjaminaya Keamanan dan 3. |Persentase PSAT yang memenuhi
pangan strategis nasional Mute Pangan Segar Asal syamat keamanan dan rmiu 85 85
Tumbuhan (PSAT) pangan (%)
4. [Meningkatnya Konsumsi Sayur,] 4. [Konsumsi sayurdan buah 2602 3163
Buah, Daging dan Protein Asal {gram/lapita/hari) T
Temak 3. IKonsumsidaging (Ke/kapitahari)| 135 147
6. [Konsumsi protein asal temak
(grmkapitahasi) 10.65 K
3 [Terselanggaranya birokrasi 5. [Tervujudnya Birokmsi Badan | 7. [Nilai Reformasi birokrasi badan
kementrian pertanian yang efoktif, Ketahanan Pangan yang Efektif | [ketahanan pangan (nilai) B 2451
efisien dan berorientasi pada dun Efisicn - ’
layanan pime
4 |Torkelolanva anggaran Kenentrian| 6, Terkelolanya Anggaran Badan | 8. | Nilai kinerja angparun badan
Perianian yang akuntabel dan Ketahanan Pangan yang ketahanan pangan (nilai) 8944 8948
berkualitas Abuntabel dan Berkuaiitas

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan yvang ingin dicapai
setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

SASARAN STATEGIS DAN 2020 2021 2022 2023 2024
INDIKATOR KINERJA
CUSTOMER PERSPECTIVE
S$ 1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
1.Persentase lembaga 20 20 20 20 20
distribusi pangan yang
mandiri yang melakukan
penjualan beras kepada
took tani Indonesia [/ TTI
(%)
2.Persentase Daerah Rentan 18 16 14 12 i0

Rawan Pangan (%6)

SS 3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional
1.Persentase PSAT yang 85 85 85 85 85

memenuhi Syarat

Keamanan dan Mutu

Pangan (%)

2.Meningkatnya Konsumsi
Sayur, Buah, Daging dan
Protein Ternak
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SASARAN STATEGIS DAN

INDIKATOR KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024
Konsumsi Sayur dan Buah | 260,2 273,2 286,9 301,3 316,3
(gram /kap /hr)
Konsumsi Daging 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7
(kg/kap/hr)
Konsumsi Protein Asal 10,65 10,75 10,85 10,94 11,04
Ternak (gr/kap/hr)

LEARING & GROWTH PERSPECTIVE

S8 8. Tersélenggaranya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima

1.Nilai birokrasi Badan
Ketahanan Pangan {nilai)

23,62 23,84 24,07 24,29 24,51

§S 9. Terkelolanya anggaran

kementrian pertanian yang akuntabel dan berkualitas

1.Nilai Kinerja anggaran
badan ketahanan pangan
(nitad)

89,44 89,45 89,46 89,47 89,48

Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih dalam Pembangunan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-
2023 adalah : “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”.
Dengan Misi Gubernur NTB adalah:

A A e

Nusa Tenggara Barat Tangguh dan Mantap
Nusa Tenggara Barat Bersih dan Melayani
Nusa Tenggara Barat Sehat dan Cerdas
Nusa Tenggara Barat Asri dan Lestari

Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri
Nusa Tenggara Barat Aman dan Berkah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada Misi

ke 5 NTB yaitu : Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri dengan

akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan
dan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang memberi nilai tambah

yang bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi,

dengan :

Tujuan

Indilkkator '

Sasaran

h, Indikator

Meningkatnya pembangunan ekonomi yang

berkualitas
Angka Kemiskinan
Meningkatnya  Ketahanan dan Keragaman

Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan
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3.4.

Arah Kebijakan Mendorong keragaman pola konsumsi dan

meingkatkan kewaspadaan pangan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan
ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan
harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten
Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2011-2031.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil
perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan
geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara
detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk
kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.
Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi
pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka
panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka
pendek.

Pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan
lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan yang dapat mendukung
ketahanan pangan yaitu :

1. Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-
kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukanpertanian
lahan kering, dan peruntukan hortikultura;

2. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis
komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten

3. Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-
kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya

}f perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan
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Kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi dan
menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian, perkebunan dan
perikanan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan
pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan
petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan
pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi
kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
mewujudkan revitalisasi pertanian.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Penentuan Isu-Isu Strategis dilakukan melalui kebijakan dan
kegiatan pembangunan masa lalu, hal tersebut mempengaruhi visi,
misi, output dan manajemen. Cara tersebut akan mempengaruhi
keputusan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
melakukan Perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan
ketahanan pangan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai
aspek dalam meningkatkan ketahanan pangan yang mengalami
kemajuan serta di sisi lain terdapat pula permasalahan atau kendala
yang masih dihadapi sehingga perlu penanganan lebih terencana,
sinergis dan berkelanjutan.
Beberapa Isu-Isu Strategis dalam rangka peningkatan ketahanan
pangan di Kabupaten Sumbawa antara lain :

1. Peningkatan dan Pemantapan hasil pertanian dalam mewujudkan
ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas hasil pertanian melalui peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan distribusi dan akses pangan serta penanganan
kerawanan pangan.Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan
ketahanan pangan menjadi lebih stabil.

2. Peningkatan Teknologi Informasi untuk mencapai pelayanan prima
dalam melakukan pengembangan dan pembinaan kepada para
masyarakat didaerah-daerah terpencil yang jauh dari kota. Hal
tersebut di upayakan agar masyarakat dapat mandiri dalam
memenuhi kebutuhan keluarga menjadi lebih beragam, bergizi,

k seimbang dan aman serta dapat meningkatkan perekonomiannya.

65



3. Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang bangan yang dapat

memadai dan mendukung peningkatan keamanan pangan segar serta
h’ peningkatan olahan produk pangan jadi.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan
adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (ima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil{outcome)
program Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menentukan
nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran
pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan, sasaran beserta
indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk
pernyataan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran
pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagai berikut:

Tabel-TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

. Indikator Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke
No Tujuan PD Sasaran PD Tujuan/Sasaran 1 n 3 y) 5
1 Meninghkatkan Laju Nilai reformasi 51,32 51,91 52,50 55,00 57,60
Pertumbuhan PDRB sektor birokrasi
unggulan dengan peninglatan
kualitas pelaksanaan reformasi
birokrasi
Meningkatnya | Kategori BB BB BB BB A

kategori Nilai | Predikat hasil
SAKIP Dinas evalusi AKIP
Ketahanan Dinas

Pangan Ketahanan

Pangan
Meningkatnya | Indeks 82,32 82,43 82,70 82,75 82,84
Ketahanan Ketahanan

Pangan Pangan Daerah
Daerah
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai
suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan
penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada
ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras
dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa

Visi : Mewvujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban
Misi 2 : Sumbawa Sejahtera dan Mandiri
Tujuan Sasaran Strategi Arah Eebijakan
Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Pengelolaan Cadangan Pangan
Pertumbuhan Laju Capaian Indeks Masyaralat dengan
Ekonomi Lokal | Pertumbuhan Pola Pangan Memperhatikan Distribusi dan
yang PDRB Lapangan | Harapan Kewaspadaan Pangan,
berkualitas Usaha Prioritas
Visi : Mewnjudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban
: Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi),
Misi 3 cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang
cepat dan efisien
Meningkatkan Meningkatnya Optimalisasi 1 Perencanaan, Penganggaran,
Birokrasi yang Kualitas Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja
bersih dan Reformasi Program Perangkat Daerah
pelayanan Birokrasi Penunjang 5 Tertib Administrasi
publik gé;lllsear?n — Keuangan Perangkat Daerah
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Visi

: Mewnjudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban

Daerah
Kabupaten /Kota

3 Tertib Administrasi Umum

Perangkat Daergh

4

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan
Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang
telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas
Ketahanan Pangan pada khususnya telah melakukan penyesuaian
sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam
regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
scbagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
Pangan merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah
kebjjakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki
sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran {outpuf) dalam rangka mencapai hasil {oufcome) suatu
program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang
merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (suboutput] dalam rangka
mencapai keluaran (oufput) suatu kegiatan. Adapun rencana program,
kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
h_periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 berikut ini :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam
pencapaian pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun
2021-2026. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan menjadi fokus
layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi
fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tuyjuan dan sasaran

h, RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
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BAB VIII
PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan tanggung jawab
bersama pemerintah dan masyarakat yang terdiri dari perguruan tinggi,
swasta, petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga
pangan di masyarakat.

Semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam
dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar
diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi
berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik
di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi
masyarakat yvang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.
Pelaksanaan Lkegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka
pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan
perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah,
upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan
dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang
kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan
masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang
tersedia.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawa yang
merupakan dokumen perencanaan periode 5 {lima) tahunan perangkat
daerah yang memuat tujuan, sasaran, sirategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan
Pangan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan
kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra tersebut
dalam implementasinya perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci setiap
tahun dalam sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan
penanggungjawab.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan diwujudkan melalui
kegiatan prioritas Daerah dan Nasional yaitu: (1) Pengembangan
Ketersediaan, Cadangan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangamn;
W (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
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(3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan
tidaklah mudah, namun dengan partisipasi, semangat dan komitmen semusa
pihak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program
dan kegiatan yang telah di susun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya
menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
pencerminan aspirasi pembangunan.

Implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 pada
tahapan perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahunan, masih
dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya
perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan
program pembangunan ketahanan pangan.
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